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ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul: “Problematika Penentuan Ambang Batas
Parlemen (Parliamentary Threshold) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah pertama, mengetahui dan mengkaji penentuan ambang batas parlemen
(parliamentary threshold) untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia; kedua, mengetahui dan mengkaji kesulitan-kesulitan yang
dihadapi berkaitan dengan penentuan ambang batas parlemen (parliamentary
threshold) tersebut dan; ketiga, mengupayakan solusi untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan penentuan ambang batas parlemen
(parliamentary threshold) tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang menggunakan pendekatan politik hukum, dan mengkajinya dari
perspektif teori negara hukum, teori demokrasi dan teori pembentukan perundang-
undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, penentuan ambang batas
perlemen (parliamentary threshold) sudah diatur dalam dua undang-undang yang
dihasilkan oleh para legislator yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua,
implikasi yang ditimbulkan berkaitan dengan adanya aturan ambang batas
perlemen (parliamentary threshold) adalah berkurangnya jumlah partai politik
masuk parlemen dan banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi.
Ketiga, penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 belum diatur secara baik dan berkualitas
karena kepentingan partai politikk yang ada di parlemen masih sangat
mendominasi. Keempat, berhadapan dengan masih kuatnya dominasi kepentingan
partai politik dalam ranah legislasi, maka perlu kesadaran dari para legislator
untuk lebih mengedepankan kehendak rakyat, sebab para legislator adalah
representasi dari kehendak rakyat.

Kata Kunci  : Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold),
Implikasi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold),
dan Dominasi Kepentingan Partai Politik Parlemen.
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ABSTRACT

The title of this research is: "Problems of the Determination of
Parliamentary Threshold for the General Election Parliament of the Republic of
Indonesia". The goals of this research are, first, to know and assess -the
determination of the parliamentary threshold for the general election of
Indonesian House of Representatives; second, to identify and assess the
constraints faced with regard to the determination of the parliamentary threshold,
and third, to seek solutions to overcome the constraints faced relating to the
determination of the parliamentary threshold. This research is a normative legal
research by using legal political approach, and studying it from the perspective of
state law theory, democratic theory and the formation of legislation theory.

Results of this research showed that: first, the determination of the
parliamentary threshold was set up in two laws that generated by the legislators:
Act Number 10 of 2008 about the Election of Members of the House of
Representatives, Regional Representatives Council, and the Local House of
Representatives and the Law Number 8 of 2012 about the Election of Members of
the House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Local
House of Representatives. Second, the implications posed related to the
parliamentary threshold is the reduced number of politicai parties entering
parliament and many voters are not converted into seat in parliament. Third, the
determination of parliamentary threshold in Law Number 8 of 2012 has not been
well regulated and qualified because of the interests of political parties in
parliament still very dominating. Fourth, faced with strong dominance of the
interests of political parties in the realm of legislation, it needs the awareness of
the legislators to put forward the will of the people, because the legislator is a
representation of the will of the people.

Keywords: Determination of Parliamentary Threshold, Implications of
Parliamentary Threshold, and Domination of Interests of Political
Parties in Parliament.
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